
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan yang terjadi pada perusahaan semakin kompetitif. 

Diiringi dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang 

bermunculan dan mempengaruhi perilaku dalam dunia bisnis sehingga 

banyak cara yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

perusahaan. Munculnya perusahaan-perusahaan baru, akan memberi 

dampak yang besar, karena perusahaan harus merencanakan strategi agar 

dapat tetap berada dalam roda persaingan. Perusahaan yang tidak memiliki 

keunggulan akan sangat mudah kehilangan pangsa pasar. 

Setiap tahun, terdapat beberapa perusahaan yang telah kehilangan 

pangsa pasarnya karena tidak dapat bersaing. Pada tahun 2016 perusahaan 

besar dari Amerika Serikat telah menghentikan operasinya di Indonesia. 

Perusahaan Ford Motor Indonesia (FMI) merupakan contoh perusahaan 

yang telah tutup. Ford Motor Indonesia (FMI) tidak lagi beroperasi bahkan 

penjualan dan impor resmi semua kendaraannya tidak lagi mampu bersaing 

di Indonesia karena kalah efektif dengan perusahaan lain (Ford Motor 

Indonesia, 2016) 

Keunggulan perusahaan tidak hanya pada aset berwujud tetapi pada 

aset tidak berwujud. Dalam hal ini intellectual capital berperan sebagai 

proksi dalam aset tidak berwujud, tentunya memiliki peran dalam 
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menambah nilai perusahaan dan menjadi pembeda dengan perusahaan lain. 

Suwarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan telah banyak perusahaan yang 

mulai berpindah fokus ke arah pengetahuan dan menjadikan perusahaan 

berbasis ilmu pengetahuan. Pada penggunaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dapat diketahui cara menggunakan sumber daya lain yang efisien 

dan ekonomis, sehingga memberikan keunggulan dalam bersaing. Dengan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dalam aset vital perusahaan, maka dalam 

pengidentifikasian dan pengelolaan ilmu pengetahuan bentuk intagible 

asset atau aset yang tidak berwujud menjadi penting dipublikasikan 

(Ningsih dan Laksito, 2014). 

Pentingnya publikasi aset yang tidak berwujud menyebabkan 

berkembangnya aset tidak berwujud di Indonesia. Hal ini terjadi setelah 

adanya PSAK No 19 (revisi 2000) yang berisi tentang aset tidak berwujud. 

IAI (2007) menyatakan bahwa aset yang tidak berwujud merupakan aset 

non moneter yang dapat diidentifikasi bahkan tidak memiliki wujud fisik 

serta dimiliki agar digunakan untuk menghasilkan, menyerahkan barang 

bahkan jasa, disewakan pada pihak lain, dan dalam tujuan untuk 

administratif. Pada PSAK 19 paragraf 9 dan 10 (Revisi 2010) memberikan 

contoh aset tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, hak 

atas kekayaan intelektual, sistem informasi, pengetahuan pasar dan merek 

dagang. Pada peraturan tersebut, pengungkapan tentang informasi modal 

intelektual memiliki sifat sukarela. Hal ini mengakibatkan pengungkapan 
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informasi intellectual capital yang ada di Indonesia masih sedikit (Aida dan 

Rahmawati, 2012). 

Masih sedikitnya pengungkapan informasi mengenai intellectual 

capital, padahal informasi ini penting untuk dilakukan. Chen et al (2005) 

menyatakan modal intelektual akan menambah penghargaan lebih kepada 

perusahaan yang diperoleh dari investor, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholder, pengungkapan intellectual capital dapat dilakukan 

sukarela pada laporan tahunan. Pengungkapan modal intelektual pada 

perusahaan akan memberikan manfaat seperti semakin dipercaya kreditor 

ataupun investor. Pada pengungkapan ini diharapkan dapat menjadikan 

media untuk pengawasan lebih intens. Selain itu, dapat mengurangi asimetri 

informasi dan penilaian buruk yang datang dari investor. Hal tersebut dapat 

dihindari karena investor telah memperoleh informasi yang memadai 

tentang sumber daya pada perusahaan tersebut (Zulkarnaen, 2013). 

Pengungkapan intellectual capital merupakan konsekuensi dari 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang harus memperhatikan 

kepentingan stakeholder untuk menjalin hubungan kerjasama antar pihak 

sesuai dengan peraturan (Fitriani dan Purwanto, 2012). Mekanisme 

corporate governance berguna untuk pengawasan dalam mengantisipasi 

kecurangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Dalam 

pengengelolaan ancaman, maka disinilah pentingnya peran dewan 

komisaris akan terlihat untuk melakukan tindakan pengawasan dalam 

melaksanakan pengendalian internal sehingga dapat mendeteksi ancaman 
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yang akan terjadi. Dewan komisaris di Indonesia ditunjuk oleh RUPS dan 

telah tercantum di dalam peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 

mengenai direksi dan dewan komisaris. 

Selain dewan komisaris, komite audit juga memiliki peran yang 

penting dalam perusahaan. Investor meminta informasi yang handal, seperti 

kualitas manajerial, pengalaman dan integritas, keahlian, dan kompetensi 

personal. Dalam hal ini untuk mengontrol serta mengawasi operasi dan 

sistem pengendalian perusahaan dalam rangka melindungi kepentingan 

pemegang saham maka dibentuklah komite audit. Bapepam-LK No IX. 1.5 

merupakan dasar pembentukan komite audit dan Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK No Kep-29/PM/2004. Peraturan tersebut memuat 

tentang peraturan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia diwajibkan membentuk komite audit. 

Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki 

tujuan membantu dewan komisaris. Komite audit terdiri minimal tiga orang, 

satu orang merupakan komisaris independen yang sekaligus sebagai ketua, 

dan dua lainnya merupakan pihak eksternal. Salah satu anggota harus 

memiliki keahlian keuangan atau bidang akuntansi. Komite audit memiliki 

tanggungjawab sebagai pengawas audit eksternal yang tugasnya mengamati 

laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada sistem pengendalian 

internal sehingga dapat mengurangi sifat oportunistik manajer dalam 

memanajemen laba yaitu pada pengamatan laporan keuanagan serta pada 

pengawasan audit eksternal. 
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Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

intellectual capital oleh Ningsih dan Laksito (2014), Masinta et al (2017), 

Prameswari dan Sudarno (2014), dan Nugroho (2012), Feijoo et al (2012), 

Fitriani dan Purwanto (2012), Sinaga dan Muid (2015), dan Brown (2008) 

menemukan variabel ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, 

jumlah anggota komite audit, ukuran komite audit, keahlian keuangan 

komite audit, kinerja intellectual capital, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, komisaris independen, ukuran komite audit, proporsi dewan 

komisaris, direksi wanita, leverage, profitabilitas terhadap pengungkapan 

intellectual capital. 

Pada penelitian (Fitriani dan Purwanto, 2012) menyatakan bahwa 

jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital, tetapi pada penelitian Sinaga dan Muid (2015) 

menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital. Hasil tidak konsisten juga terdapat pada komite audit 

yang memiliki keahlian keuangan pada penelitian Masinta et al (2017) 

menyatakan berpengaruh positif terhadap intellectual capital sedangkan 

penelitian Ningsih dan Laksito (2015) menyatakan tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan intellectual capital. Ukuran komite audit pada 

penelitian Masinta et al (2017) menyatakan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan intellectual capital  tetapi pada penelitian yang dilakukan 
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oleh Sinaga dan Muid (2015) menyatakan tidak adanya pengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Sinaga dan Muid (2015) hanya menggunakan tiga 

faktor yaitu jumlah rapat komite audit, komite audit yang memiliki keahlian 

keuangan, dan ukuran komite audit. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

lima faktor, yaitu jumlah rapat komite audit, komite audit yang memiliki 

keahlian keuangan, ukuran komite audit, direksi wanita, dan komisaris 

wanita. Alasan penelitian ini dilakukan adalah, karena masih terdapat hasil 

penelitian yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut 

dapat memberikan peluang bagi penelitian ini untuk menguatkan atau 

bahkan menyanggah penelitian terdahulu disertai dengan bukti yang ada. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Muid (2015) 

adalah penelitian sebelumnya menggunakan sampel seluruh perusahaan, 

sedangkan penelitian ini lebih spesifik populasinya yaitu dengan 

menggunakan perusahaan perbankan. Selain itu, penelitian terdahulu 

menggunakan data pada tahun 2013 saja, sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode tiga tahun yaitu data tahun 2015, 2016, dan 2017 

untuk memperbarui data, sehingga dapat mengetahui keadaan perbankan 

sekarang.  

Berdasarkan pada latar belakang, maka peneliti akan menggunakan 

judul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dengan Diversitas 

Gender terhadap Pengungkapan Intellectual Capital”. Penelitian yang 
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dilakukan merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Sinaga dan Muid (2015). Penelitian saat ini menggunakan 

sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan periode tiga tahun yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah berfokus pada 

mekanisme corporate governance yaitu: jumlah rapat komite audit, komite 

audit yang memiliki keahlian keuangan, ukuran komite audit, direksi 

wanita, dan dewan komisaris wanita. 

C. Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang intellectual 

capital, tetapi masih kurangnya penelitian yang menghubungkan dengan 

jumlah rapat komite audit, komite audit yang memiliki keahlian keuangan, 

ukuran komite audit, direksi wanita, dan dewan komisaris wanita. Dari latar 

belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disusun adalah: 

1. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan intellectual capital? 

2. Apakah komite audit yang memiliki keahlian keuangan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan intellectual capital? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan intellectual capital? 

4. Apakah direksi wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

intellectual capital? 
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5. Apakah dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan intellectual capital? 

D. Tujuan Penelitian 

Pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh jumlah rapat komite audit 

terhadap pengungkapan intellectual capital. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit yang memiliki 

keahlian keuangan terhadap pengungkapan intellectual capital. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran komite audit 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan intellectual capital. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh direksi wanita terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris wanita 

terhadap pengungkapan intellectual capital. 

E. Manfaat Penelitian 

Harapan manfaat dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

memberikan bukti empiris dari faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan intellectual capital untuk mengembangkan ilmu 

akuntansi dan menjadi referensi untuk perbandingan penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan 

intellectual capital. 
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2. Manfaat secara Praktis 

Dalam hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan untuk mengungkapkan informasi pentingnya 

pengungkapan modal intelektual. Sehingga dapat memberikan 

informasi untuk bahan referensi pengambilan keputusan dan 

menekan asimetri dalam hal informasi.  
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